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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah

diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis

yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai

prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pihak

yang berselisih dalam pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

......

This undergraduate thesis explains about the implementation of termination of employment due to severe

wrongdoings after the issuance of Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and Ministry of

Manpower and Transmigration Circular Letter No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. The form of this legal

research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive

research. The results of this legal research recommends the Government to issue Circular Letter regarding

Technical Guidance on the procedure for termination of employment due to severe wrongdoings that should

be in line with the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003.
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